BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Menimbang:

Mengingat:

NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANCG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

. bahwa upaya Pencegahan dan Peningkatan Kuoslitas

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupaksn
tanggung jawab utama Pemerintah bersama dengan
Pemerintah Daecrah dalam mewujudkan hak ates bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
schat sehagaimana vang diamanatkan di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa dalam rangka mensinergikan upaya Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh secara terencana, terpadu dan berkelanjutan di
Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu disusun peraturan
daerah sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan
Pencegnhan dan Peninglatan Kualitas Perumahan Kumuh
dan Permuldman Kumuh;

. bahwa sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab dan

kewajiban Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta guna

mengisi  kekosongan hukum pengaturan  mengenal

Pencegahan dan Peninghatan Kualitas Perumahan Kummuh

dan Permulkiman Kumuh di daerah maka perlu menetapkan
daerak;

peraturan
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam bhuruf a, huruf b dan huruf e, perlu menetaplan

Peraturan Dasrah tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

. Pasal 1B ayat (6] Undang-Undang Dasar H:pr.p. Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang WNomor & Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa
Tenggara Timur [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 427 1);

3. Undang-Undang...



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagnimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengun Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keosngan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: FPERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN

PENINGEATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pazal |

Dalam Peraturan Daerab inl yang dimaksud dengan:

1

Rumah adalah bangunan gedung vang berfungsi sebagai tempat tinggal vang
layak huni, sarana pemhinaan keluarga, cerminan harkal dan martabat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dard Permulkiman, balk
perkotaan maupun perdesaan, vang dilengkapl dengan prasarnnn, Sarana,
dan utilitas wmum sebagal hasil upaya pemenuhan Rumahyang layak huani.
Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalsmi penurunan kualitas
fungsi sebagal tempat hunian,

Permukiman sdalah bagian dar lingkungan hunian yang terdin atas lebih
dari satu satuan Perumahsan yang mempunyal prasarana, sarana, utilitas
umum, serta mempunyal penunjang kegiatan fungsi laln di kawasan
perkotoan ntay kowasan

Permukiman Kumuh adalah anuﬁmnnmﬂdﬂk layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tnggi,
dan kualitas bangunan serta sarang dan prasarana yang tidak memenuhi
syarat.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari ingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan,
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjuinya disingkat PEP
adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan
Perumahan, penvelenggaraan Kawasan Permulkiman, pemeliharnan dan
perbaikan, Pencegahan dan Peningkatan RKualitas terhadap Perumahan
Kumiuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem
pembiayaan, sertn peran Masyarakat.

Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh
dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bara.

a. Peningkatan. ..
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Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah
upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, seria Prasarana. Sarana
dan Utilitas Umum,

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan den Kawasen
Permukiman yang selanjutnya disingkat RPIEKF adalabh = dokumen
perencanaan umum  penyelenggaraan Perumahan dan Kewasan
Permukiman vang terkoordinas]i dan terpadu secara lintas sektoral dan
lintas wilayah sdministratif,

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualites Peromeahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh yang selanjuinya disingkat RPZEPEPE adalah
dokumen rencana aksl penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuoh
perkotasn yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi
untuk mewijudkan Permulaman yang bebas kumuh.

Rencanse Strategis Perangkat Dacrah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientas pada hasil vang ingin
dicapad dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsd
Perangkat Daernh dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan
strategis yang digunakan unfuk melakukan proveksi kondisi pads maea
d ;

Rerirjlan:na Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Remga PD adalah
dokumen perencanasn Peranghkat Daerah untuk periode sam (1) tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan Kegiatan pembangunan baik yung
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Dmerah moupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permuliman vang
selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan
pengembangan PEKP.

Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman  vang
selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah uniuk mempertemukan dan
membicarakan kepentingan bersama dalam Penyelenggaraan PKP.
Masyarakat adalsh oreng perseorangan yang kKegiatannys di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasulk Masyvarakal hukum adat

dan Masyaralkat ashli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan
Perumahan dan Knwasan Permukiman.
Masyarakit Berpenghasilan Rendah yang selanjutnys disinglamt MBR adalah
Maayarakat yang mempunyni keterbatasan dayn beli sehinggs perlu
mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Bumah.
Tim Pengembangan Sistem Informasi sdalah tim yang dibentuk dalam
ranghn penyusunan dan penyediaan basis data di bidang Perumahan dan
Eawasan Permukiman melalui sistem informasi.
Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub ursan
Perumahan rakyat vang selanjutnyn disebut SPM Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralgyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan
Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan Perumahan rakyat yang
merupakan urusan pemerintahan wajib vang berhak diperoleh setiap wargns
negara secarn minimal,
Standar Pelayanan adalah tolok ukur yvang dipergunalkan sebagal pedoman
penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepads Masyarakat dalam
rangka pelayanan yang berkulitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya diningkat SOP adalah
seranghkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenal berbagai proses
penyclenggaraan  aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus
dilalukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.

23. Badan. ..



23. Badan Hukum adalah Badan Hukum yang dididkan oleh wargs negara
Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan
Kewasan Permukiman,

24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyut Daerah kabupaten dalam penyelenggarman urusan pemeriniahan
yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

25, DMnas -adalash Perangkat Daerah yang menvelenggaralan urusan
pemerintahan di bidang Perumahan rakyal dan Kawasan Permulkiman.

26, Provinsi adalah provinsi Nusa Tenggara Timur.

27, Kementerinn  adalah  kementerian  yvang menyvelenggarakan  wrasan

tahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

28 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidanp Perumakan dan Kawasan Permukiman.

29 Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di  bidang Perumahan rakyat dan Kawasan
Permulcimear,

30. Daerah adalah kabupaten Manggarai Barat.

31, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Manggarai Barat.

32. Bupati adalah Bupnati Manggarai Barat.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

a menjadi pedoman dalam penyelenggarnan Pencegahan dan Peninglkatin
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukimman Kumuhb di Daerah;

b. mewujudkan penyelenggarasn Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara terintegrasi dan
terkoordinasi;

r. mewujudkan peningkatan mutu kehidupan dan  penghidupan Masyarakat
penghuni Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah; dan

d. menjamin upaya pemenuhan hak untuk bertempat tinggal serta
berkehidupan yang layak di Dacrah.

Pasal 3

Fuang lingkup Peraturan Deecrah ini melipu:

kelembagaan;

pendataan, perencanaan, kebijakan dan strategi;

penyelenggaraan fungsi operasionalisasi, koordinasi, pengawasan dan

pengendalian  terhadap pelaksanaan  kebijakan penyediaan Rumah,

Perumahan, Permukiman, lingkungan hunian, dan Kawasan Perimulkiman;

d. penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kuamuh
dan Permubdman Kumuh;

e. penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman bagi MBR;

. persetujuan bangunan gedung; dan

g. pernn Masyarakat.

pEp

BARB [l
KELEMBAGAAN

Bagian Kesam
Umuam

e 4 Pasal 4.



{1} Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitus Perumahan Eumuh
dan Permukiman Kumuh dikoordinasi oleh Pokja PEP.

(2§ Bupati bertangpung jawab dalam memfasilitasi terbentuknya Pokja PEP.

(3} Pokja PKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 5

(1] Pembentukan Fokja PEF sebagaimana dimaksud dalom Pasal 4 avat [2)
dilakukan melalui tahapan:
i, koordinasi internal;
b, pemetaan pemangku kepentingan;
c. penyelenggaraan kegiatan diskusi/rapat; dan
d. penctapan Fokja PEP.

(2] Eetentuan mengenai pembentukan Pokja PEP scbagaimana dimaksad pada
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketign
Strukrur Organisasi dan Keanggotann

Pasal &6

Strukiur organisasi Pokja PKP meliputi:
®. pengarah; dan
b. pelaksana.

Pasal 7

Pengarah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

g. Bupati sebagai pembinm;

b. sekretaris Doerah sebagal pengarah;

o, asisten perekonomian dan pembangunan pada sekretariat Daergh sebagai
Waldl Pengarah;

d. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan dan pembangunan Daerah sebagai ketua Pokja PKP,

e. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pelkerjaan umum dan penatean ruang sebagai wokil ketua Polga PKP;

dan
f. Hepala Dinas sebagal aekretaris.

Pasal 8§

i1] Pelaksana acbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari pejabat
administrasi dan/atau pejabat fungsonal vang membidang urosan terkait
FEP.

(2] Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi
bidang:

kebijakan dan strateg;

teknis PEP,

kelembagaan, kemitraan, dan informasi: dan

pemantauan dan evaluasi.

prop



(3} Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Pengoarah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ¥ dapat juga membentuk bidang lain sesoai dengan
kebutuhan,

Pasal &

{1} Pokja PEP dalam melaksanakan tugas dan fungsiove dibaniu oleh
selerelariat yang memiliki fungal fasilitatif di bidang {ats usaha,

(2) Sekretariat scbagaimana dimaksud pada ayat (1] berada pada Dinas.

{3} Sekretariat sebagaimonas dimaksud pada ayat [1) dipimpin oleh sekretarnis
Dinas.

{4) Anggota sekretariat terdiri dari pejabat administrasi dan/atiu pejabat
fungsional di bidang PEP pada Dinas.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pembagian bidang, tugas dan fungsl, pemantavan dan
evaluasi, pelaporan, dan pendanaan Pokja PKP dilakeanakan sesuai dengan
peraturan Menteri

BAB 111
PENDATAAN, PERENCANAAN, KEBLIAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Bupati melalui Pokja PKP bertanggung jawab dalam melakukan:
a. pendataan; dan
b. perencanaarn,
dalam rangks Pencegahan dan Peningkoton Kualiths Perumahan Kumuh
dan Perrmukiman Eumiuh,

{2) Perencanaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bural b dituangkan
dalam RP3KP.

[4) RP3IKP scbagaimann dimaksud pada ayat (2) merupakan arahan kebijakan
dan strategi pembangunan dan pengembangan PKP.

Bagian Kedua
Pendataan

Paragraf 1

Limum
Pasal 12

{1} Dinas bertangpung jawab melakukan pendatsan scbagaimana dimalesud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a melalui penyusunan dan penyediasn basis
data di bidang PKP,

i{2) Penyusunan dan penyediaan basis data schagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai dasar penyusunan RPIKP.

{3] Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulcan pembaharuan
secara berkala.

{4} Pembaharuan sebagaimana dimaksud pads ayat [3) dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

15} Dinas...



(5} Dinas berkewajiban melibatkan Masyarakat dalam penyusunan dan
penyediaan basis data di hidang PEP.

Fasal 1.3

{1} Penyusunan dan penyediaan basis data di bidang PKP dilaksannlean melaboi
pengembangan sistem informasi PEP.
{2 Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilalsanakan untulk:
a. menjamin letersedinan dan penyajian basis data di bidang PKP;
b. mewujudkan keterbukasn informasi publik bag semun pihak yang
membutuhkan data mengenal PEKP di Duesrah; dan
e, menyediakan deta mengenai PKP di Daerah secara terintegrasi di tingloat
Provinsi dan Kementerian.
[3) Pengembangan sistem informasi disusun dan disediakan melalui sistem
aplikasi yang berbasis web.
(4) Pengembangan sistem informasi dilaksanakan melalui tnhapan:
perencanaan pengembangar,
analisa;
degain dan konstruksi sistem informasi; dan
penyvajian datin.

PO op

Paragraf 2
Perencanaan Pengembangan

Pasal 14

Perencanaan pengembangan sebagnimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)
huraf a meliputi;

a, pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi;

b. penyusunan proposal; dan

c. penentuan metodologl.

Pasal 15

1) Pokja PKFP secara terkoordinasi dengan Dinas bertanggung jawab dalam
membentuk Tim Pengembangan Sistem [nformasi sebagaimana dimeksud
dafam Pasal 14 huruf a.

(2} Tim Pengembangan Sistem [nformasi paling rendah terdiri dari:

a, pembing, yang dijabat oleh Bupati;

b. ketua, yang dijabat oleh Kepala Dinas;

¢, ackretaris, yang dijabat oleh sekretaris Dinas; dan
d. Enggota.

{3] Anggota sebagaimana dimaksud pada ayai (2] huwruf d terdiri dan:

a. unit kerja sekretarint Daerash yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum;

b. umsur peranghkat kecamatan;

¢. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan wrusan pemerintahan di
bi .

dﬂégmmﬂmn rakyat dan Kawasan Permukiman

penelitian dan pengembangan Daerah;

pekerjaan umum dan penatasn Miang;

pemberdayaan Masyarakat dan desa;

lingkungan hidup;

komunikasi dan informatila; dan

pertanahan; dan

d. t:nngl ahli sesuai kebutuhan.

S =

4] Tenagn ahli...



{(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf d terdin dari orang
atou Badan Hukum yang memiliki kompetensi dan keahlian dolam bidang:
d. penelitian; dan/atau
b, teknolog informasi, yang terdiri dari:
1. perangkat lunak;
2. perangkat keras; danfatau
3. programer.
3] Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi beserta tugas dan
tanggung jewabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Tim Pengembangan Sistem [nformasi melakukan penyusunan proposal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b,
(2} Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1] minimal memuat;

. ruang lingkup;
. dasar huleum; dan
rincian pembiayaan.

(K] ijn.llunan proposal bertujuan sebagal pelaporan dan pertanggung
jawaban Tim Pengembangan Sistem Informasi dalam melaksanakan
pengembangan Sistem Informasi.

(#) Penyusunan proposal dilaksanakan sebelum dilakukan pengembangan
Sistem Informast.

Pasal 17

[1} Tim Pengembangan Sistem Informasi mempresentasikan proposal kepada
Pokjs PKF untuk mendapatkan revisi dari masukan dan evaluasi,

(2} Proposal yvang telah direvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi,

Pasal 18

{1} Tim Pengembangan Sistem Informasi melaksanakan penentuan metodologi
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 14 huaraf ¢

2] Metodologi sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ontuk
menentukan:

data yang akan dibutuhlan;

responden;

tatn corn kajion dan anelisis dats;

desain gistem informasi; dan

penyajian data.

[3) Fr,ntntunn melodologi  sebaganimana dimaksud pads avat (1) dapat
dilaksanakan dengan cara:
a. koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan/atau

Kementerian; dan/atau

b. uji tiri ke daerah lain.

PERDER

Paragraf 3
Analisa
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Pasal 19

Tim Pengembangan Sistem Informasi melakukan analisa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b,

Analiss sebpgaimana dimaksud pada avat (1) meliputl aspek:

a. substansi; dan

b. teknis.

Analiza dari aspek substansi dilaksanakan uniualk:

g. melakukan analisis dan eveluasi terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait informasi PKP yang akan dipublikasikan;
dan

b, pengolahan data yvang akan menjadi informasi di bidang PEKP bagl Setiap

Analisa dari aspek teknis dilaksanakan untuk mengetahul kebotuhan
sarnoa dan prasarana dalam rangica mewujudkan sistem informasi.

Pasal 20

Aspek substansi sebagaimana dimaksud dalam Pazal 19 avat [2) harof &
revediptic

a, regulasi; dan

b. data.

Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a meliputi selurub
peraturan perundang-undangan terkait dengan PKP.

Data sebagaimana dimaksud poada ayat (1] buraf b melipauti  hosil
inventarizasi dan ideptifikasi yang akan disajikan pada Sistem Informasi,

Pasal 21

Aspek teknis sebagalmana dimaksud dakam Pasal 19 ayat (2§ hunil b meliputi;
{ i :

inventariessl terhadap kebutuhan =arana dan prasarans telmolog i
yvang akan dibutuhkan; dan

kebutuhan pendansan dalam ranghks pelaksanaan penpgumpulan data aleh
tim.

"
Desain don Konstruksi Sistem [nformasi

Pasal 22

Tim Pengembangan Sistem Informasi bertanggung jawab dalam menyusun
desain dan konstruksi Sistem Informasi.

Desain dan konstruksi sistem informasi sebagammana dimaksod pada ayvat
(1) terdin dari:

a. clesain tampilan;

b, pemrograman; dan

a. teknolog mancang bangun,
b. bahan bangunan;

c. produle hubkoum;

d. program dan kegiatan; dan
e. pengndusn Mesyvoaralst

Pasal 23...



Pasal 23
Dinas bertanggung jawab dalam promosl dan pemeliharaan sistem informasi.
Pasal 24

{1} Desain dan konstruksi sistem informasi dapat mengpunskan jaringan
wehgite Pemerintah Daerah yang telah ada.

(2} Desain dan konstruksi sistem informasi herus terintegrasi dengan sistem
informasi pada tingkat Provinsi dan Kementerian,

Bagian Ketiga
Perencanaan

Paragraf 1
Urniiermy

Pasal 25

(1) Pokja PEP bertanggung jswab dalam menyusun perencanaan sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hurif b,

(2} Perencanaan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah
dan rencana pembangunan Daerah.

{3) Perencanaan dilaksanakan melalui kegiatan:
&, penvusunan RP3KP,; dan
b. penectapan RP3KP,

{4) Ketentuan mengenal keglatan scbagaimana dimaksud pada ayat (3]
dilakzanakan sesuai ketentuan perafurnn perundang-undangan.

Paragrafl 2
Penyusunan RPIKP

Pasal 26

(1) Penyusunan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan
oleh Tim Penyusunan RP3KP yvang dibentuk oleh Pokja PKP.
(2} Tim Penyusunan RFAKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1] terdiri atas:
Bupati sebagal pengarah;
ackretaria Daecrah scbagal penanggung jawab;
Kepala Dinas sehagai ketua;
sekretaris Dinas sebagal seliretaris; dan
AnEEOta.
3 .ﬂngg,um sebagaimana dimeksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
Perangkat Daerah yang melaksanskan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan di bidang perencanaan.
b, Perangkat Dacrrah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang:
. pekerjaan umum dan penatann ruang
2. pemberdayaan Masvarakat dan desa;
3, lingkungan hidup;
4. komunikasi dan mformatika; dan/acou
5. pertanahan;
c. unit kerja sckretariat Daecrah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang huloam;
d, perwakilan unsur kecamatan;

npngE

e, tenags ahli...



£. {enaga ahli meliputi:
1. pendamping dan Provinsi;
2, peneliti; dan
3. perancang peraturan perundang
f. perwakilan dari asosiasi pengembang E':mm.ulmu di Daerah; dan/atay
, instansi vertikal yang menvelengparakon wurusan pemerinteban di
bidang:
| n:;EhntiI: dan
2. agraria dan tata ruang/ pertanahan.
4} Anggotn sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf e dipilih sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan keuanpan Daerah.
[5) Pembentukan Tim serta tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan
Eeputusan Bupati.

Paragraf 3
Penetapan RF3KP

Pasal 27

(1] RPIKF ditetapkan dengan Peraturan Daesrah,
{2] Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai
dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyusunan Kebijakan dan Strategl

Pasal 28

(1} Dinas secara terkoordinasi dengan Pokja PEP bertangegung jawab dalam
penyusunan kebijakan dan strategi di bidang PKP,

{2} Penyusunan kebijakan dan strategi di bidang PKP dilaksanakan dengan
ketentuan:
a, merupakan penjabaran secara teknis terhadap kebijakan dan strategi

Perumahan dan Permukiman di tingkat Nasional dan Provinsi;

b. mengacu pada rencana pembangunan jangks menengah Daerab; dan
o, sesunl dengon kondisi dan potensi Daerah.

{3] Kebijakan dan strategi sebagnimana dimaksud pada ayat (1} disusun dalam
RP3KP dan /ateu RPZEKPKPK Dacrah.

4] Eetentuan mengenal tata cara penyusunan kebijakan dan strategi di bidang
PKF dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri,

Pasal 29
(1) Dinas beﬂmmm; jawab dalam pelaksanaan kebijukan dan strategl di

[2) Fi:iu.].:nnann kebijalan dan strategl di bidang PKP dilakukan secara efektif,
efisien dan terpadu.

{3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui program dan
kegiatan Dinas yang termual dalam:
a. Renstra PD; dan
b. Renja PD.

{4) Dinaa bertanggung jewab dalam mendorong Ketersediann anggaran Daerah
bagi tervujudnya pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang PEP.

BAB V...



BAB [V
PENYELENGGARAAN FUNGS] OPERASIONALISAS], KOORDINASI DAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Dl BIDANG PERUMAHAN DAN
EAWASAN PERMUKIMAN TERHADAP PELAKSANAAN KEBLIAKAN
PENYEDIAAN RUMAH, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HUNIAN,
DAN KEAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Penyvelengearaan Fungsi Operasionalisasi

Paasl 30

|1} Dinas bertangpung jawab dalam menyelenggnrakan fungsi operasionalisasi
terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan Rumah, Perumahan,
Permukiman, lingkungan hunian, dan Kawasan Permukiman.

{2) Fungsi operasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesunl dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas.

{3) Fungsi operasionalisasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan cara:
a. menerapkan SPM Pekerjaan Umum dan Perumashan Rakyst sesuai

dengan tugas dan kewenangan Dinas;

b. menyusun Standar Pelayanan; dan/atau
¢, menyusun SOP,

4] Ketentuan mengenai SPM Pekergaaon Umum dan Perumahan Rakyat
schagnimana dimaksud pada avat (3) burof a dilaksanakan sesual dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 31

(1) Dinas bertanggung jawab dalam penyusunan, penetapan dan pensrapan
Standar Pelayanan don/atau SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (3} hurul b dan huraf e

{2) Standar Pelayanan dan/atau SOP ditetapkan dengan Keputusan Bupari.

3] Pnn}mmuan sebagaimana dimaksud pada ayaf (1] dilaksanakan untok:

mewujudkan SPM Pekerjsan Umum dan Perumahan Raloyar ;

b. memberikan pedoman dan ukuran yang dibakukan bagi pemben
layanan dan penerima layanan di bidang PKP,

¢, menjamin adanya kepastion prosedur dan waktu bagl penerima layanan
di bidang Perumahan rakyal dan Kawasan Permukiman; dan

d. menjadi salah satu indikator dalam melaksanakan evaluasi kinerja
pelayanan di bidang PKP di Dacrah.

Pasal 32

i1} Kepala Dinas dapat membentuk tim untuk menyusun Standar Pelayanan
dan/atau SOP layanan o bidang Perumaban ralgeat dan Kawasan
Permubkiman.
(2] Tim scbagaimana dimaksud pada ayat (1] ditetapkan dengan keputusan
Eepala Dinas .
{3} Tim sebagnimana dimaksud pada ayat (2] beriangeung jawab dalam:
a. melakukan identifikasi komponen Standar Pelayanan dan jenis layanan
di bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman;
b. menyusun rancangan Standar Pelayanan dan/atau EﬂF di bidang
Perumahan rakyat dan Kewasan Permukiman;

c. melaksanakan. .,



¢, melaksanokan sosialisasl dan/atau penyebarluasan rancengan atau
draf Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang Perumahan rakyat dan
Kawasan Permukiman yang telah ditetapkan; dan
d. melakukan evaluasi paling sedikit 1 [satu] kali dalam setahun sejak
Standar Pelayanan dan/atau S0P di bidang Perumahan rekyat dan
Kawasan Permukiman {ersebul ditetapkan.
[4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf d dilaporkan
kepada Kepala Dinas.
(5) Kepala Dinas atas dasar evaluasi sebhagnimana dimaksud pada ayar (4).
bertanggung jawab melakukan perbaikan, peningkatan layanan atau inovasi
di bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 33

Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang Perumahan raloyat dan Kawasan
Permukiman yang telah ditetapkan hargs divmumkan dan ditempatkan pads
lokasi vang atrategis.

Pasal 34

(1] Setiap tahapan penyusunan, pensfapan dan penerapan Standar Pelayanan
dan /atau SOP di bidang Perumahan rakyat dan Kewasan Permukiman harus
melibatkan partisipasi dar Forum PEP,

{2} Partisipasi Forum PEP sebagalmana dimaksud pada aval (1] antara lnln:

a. ikut serta dalam pembahasan rancangan Standar Pelayanan;

b, memberikan masukan dan saran techadap Standar Pelayanan dan / atau
S0F; dan/atau

. melaksanakan pengawasan terhadap penernpan Standnr Pelavanan
dan fatan SOP,

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, penctapan dan penerapan
Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang Perumahan rakyat dan Kawasan
Permukiman diatur dalam Peraturan Bupatl dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedus
Penyelenggaranan Fungyl Koordinasi

Pasal 36

{1} Pokja PKP bertanggung jowab dalam menyelenggarnkan fungsi koordinasi
terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan Rumah, Perumahan,
Permukiman, linglkungan hunian, dan Kawasan Permuokiman.

(2} Penyelenggarnan fungsi koordinasi sebagaimann dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam rangka mewnjudian:

a. harmonisasi;

b. sinkronisasi;

c. integrasi; dan/atau

d. sinerg,

program dan kegiatan darl pelaksanaan kebijakan penyediaan Rumah,
Perumahan, Permukiman, lingkungan hunian, dan Kawasan Permulimon
di Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

(3) Pungsi...



(3 Pungsi keordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pade
tahapan:

pelaksanaan;

PENEWRSAN;

pembingan;

pembiayaan; dan

pelapornn,

aRpopR

Pasal 37

i1} Eoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 aym (1) dilaksanakan
antara Pokja PEP dengan:
a. Pokja PEP di tingkat Provinsl dan/atau Pemerintah Fuul,
b. Kementerian;
e. pemerintah Provinsi; dan/atau
d. instansi vertikal lninnya di Daerah, Provinal dan fatau Pemerintah Pusat,
(2} Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui kegiatan:
. konsuliasi;
b. mapal koordinasi;
c. kerja sama; dan/atau
d. pendampingan.
3 Fungsai koordinasl dilaksanokan setiap tabun dan sesuai dengan kebutuhan.
(4) Hasil konsultasi dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a8 dan b menjadi pedoman bagi pelaksanaan kebijakan penyediaan
Rumah, Perumahan, Permukiman, lingkungan hunien, dan Kawasan
Permulkimin,
(53] Rerja sama dan pendampingan sebagammana dimaksud pada ayan (2) huraf
¢ dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Umm

Pasal 38

(1) Bupati berwenang dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan dan
pengendalian di bidang PEP.

12} Kewenangan sehagaimana dimaksud pada ayat |1) dilaksanakan oleh Pokja
PEP secara terkoordinssi dengan Perangkat Daerah sesuai dengon
kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

(3] Pengawasan dan pengendslisn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan terhadap pelaksanaan:

i peraturan perundang-undangan;
b. kebijalkan;

e, strategl; dan

d. program,

idi brdang PKP,

Pasal 39 ...



Pasal 39

Pengawasan dan pengendalian di bidang PKP dilaksanakan untuk:

g. menilai kesesuaian antara perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategl dan
program di bidang PKP;

b, memastikan tujuan, sasaran, dan keglatan di tiap Perangkat Dacrah yang
terkait dengan PKP sesuai dengsn peraturan perundang-undangan,
kebijakan, strategl dan program di bidang PEP; dan

c. melaksanakan tindakan Pencegahan dan perbaikan terhadap hambatan
atau penyimpangan dar pelaksanaan peraturan perundang-undangan,
kebijakan, strategi dan program di bidang PKP.

Paragraf 2
Pengawasan

Pusal 40

i1} Polga PKF bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang PEP.
(2] Pengawasan di bidang PEP dilaksanakan dengan cara;

@i, pemantazan;

b. evaluasi; dan

¢. pelaporan.

Paszal 41

Pemantaunn dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) barafl

a dan huruf b dilakbukan ontuk:

a. mengamati, meneliti,. dan memeriksa secars langsung  pelsksansan
peraturan perundang-undangan, kebijalian, strategi dan program di bidang
PEP;

b, mempelajari dan menindakianjuti laporan dan/atau pengaduan Masyarakat
terkait PKP; dan

. melakukan kajian dan  evaluasi  terhadap pelaksanaan  peraturan
perundang-undangan, kebljakan, strategl dan program di bidang PEP.

Pasal 42

(1) Pokja PKP membuat pelaporan hasil pemantauan dan evalunsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4] kepada:
a. Pokja PKP di tingkat Provinsi; dan
b. Bupati sebagai kepals Daerah,

{2} Pelaporan sebagaimana dimaksud pada syat (1) paling rendah memuar hasil
evaluasi dan rekomendasi di bidang PKP.

{3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada avat (1] disampaikan paling rendah
1 {satu) kall dalam 1 [satu) tahun.

Pasal 43

{1) Bupati bertanggung jawab datam menindaklanjuti pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

(2] Tindak lanjut sebagaimana dimalksud pada ayat (1} dilakuksn dengan cara
mengambil langkah penyelessian, rekomendasi danfatau kebijakan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragral 3
Pengendalian

Pazal 44

Pengendalion di bidang PKP dilakasanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB Y
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Pencegahan

Paragraf |

Umum
Pasal 45

(1] Pokja PHP bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dan
ginkronisasl  pelaksanaan  Pencegahan  terhadap  tumbubh dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permulkiman Kumuh di Daerah.

{2] Koordinasi dan sinkronisasi sebagnimana dimaksud pada avat (1] dilaksanakan
kepada Perangkat Dacrah terkait dengan melibatkan peran Masyarakat.

Pasal 46

(1] Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan mebalui:
a. pengawasan dan pengendalian; dan
b, pemberdayaan Masyvarakat.

(2} Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl e
dilakukean atas kesesuaian terhadap:
4. perizinan;
b. standar teknis; dan
e, kelailcan fungsi.

i3} Pemberdayaan Masyarakat sebagaimans dimalsud pada ayat (1] huruf b
dilmlcukean melalui:
2, pendampingan; dan

b. pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pengawasan dan Penpendalinn

Fasal 47

(1) Pengawasan dan pengendalian schagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(2) dilaksanakan oleh Dinas serta Perangkat Dacrah yang menyelenggarakan
urisan pemerintahan di bidang;

pekerjaan wmum dan penataan riang;

lingkungan hidup,

ketentermman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat;

penanaman modal; dan fatau

pPROETPE

(2} Pengawnsan,..



{2) Pengawasan dan pengendalian dilnksanakan sesual dengan tugas dan
fungsi serta tata kerja tap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1},

(3} Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat 1) dilakzanakan dengan cara:

a. pemeriksaan dobumen persyaratan;
b. pemantaian;

. evaluasi; doan

d. pelaporan.

Pasal 48

i1) Polja PKF melaksanakan rapat koordinesi bersama Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dalam rangka melaksanalan
koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan pengendalian.

2] Hagtl rapat koordinasd sebaganimana dimaksud pada avai (1) menjadi bahon
laporan kepada Bupati.

Pazal 49

(1] Datlam hal laporan hasil pengawasan dan pengendalian terjadi pelanggaran
atau  ketidaksesuaian maka Bupati berwenang menindaklanjuti  hasil
laparan.

{2] Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayst (1) dilaksanakan olch
Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang berupa sanksi administratif,

(3] Sanksi administratif schagaimana dimaksud pada ayvat (2] meliputi:

o, teguran fsan;

b. teguran tertulis;

e, denda administratif;

d, daya paksa polisional; dan/atau
e. pencabutan izin.

|4) Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif dilaksanakan sesuni
dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemberdayaan Masvarakat

Pasal 50

(1} Selain Dinas, pemberdavasn Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Peaal 46 ayal (1) burul b jugs dilaksanakan oleh Perangkat Deerah yvang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

a. pekerjaan umum dan penataan ruang;

b, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyaralomt;
. penanaman modal; den /ataa

d. pertanahan,

(2} Pemberdayasn Masyarakat dapal melibatkan tenaga ahh di bidang PKP.

(3} Ketentuan mengenal pemberdayann Masyarakat dilaksanskan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua. ..



Bagian Kedua
Peningkatan Kualitas Perumahean Kumuh dan Permukiman Kumuh

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

(1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanaian Peningkatan Kuoalitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuah

(2] Pelaksanaan sebagaimana dimaksud poada ayat (1) dilaksanalan sesuad
dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana distur dalam
Undarg-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

(3] Peningkatan kualitas Perumahan Komuh dan Permukimean  Kumuh
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dilalsanakan melalui tahapan:
i pendataan;
b. penetapan lokosi;
£. PErencANARN PENANInan;
d. penanganan; dan
e, pengelolaan.

Paragrafl 2
Pendataan

Pasal 52

(1) dmm:m bertanggung jawab melakukan pendataan secara terkoordinasi
gan:
0. kecamatan; dan/atau
b. pemerintah desa/kelurahan
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanskan dalam
ranm i
a, memfasilitasi peran serta Masyarakat dalam pendataan;
b, memberikan informasi dan sosialisasi terhadap kegiatan pendataan
kepada Masyarakat di wilayahnyva; dan
¢. mengumpulkan atau memberikan data dukung terhadap kebutuhan
pendatann.
(3} Ketentuan mengenai pendataan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragrafl 3
Penetapan Lokasi

Pasal 53

1] Penetapan lokas: Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

{2} Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
peninjauan kembali paling rendah 1 [satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

3] Peninjouan kembali dilaksanakan dengan cara pendataan untuk melakulan
pembaran deta.

(4] Hasil peninjauan kembali ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(5] Ketentuan mengenai penetapan lokssi dilaksanakan sesusi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4. ..



{1} Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
dilaksanakan melalui penyusunan RPZKPKFK.

(2} Pokja PKP bertanggung jawab dalam penyusunan RPZEFEPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3 Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim
pemyusunan yang dibentuk oleh Pokja PEP.

4] Ketentuan mengenal tim penyusunan RPFIKP sebagaimana dimaksud dalam
w 26 berlaku secarn mutatis mutandis terhadap tim penyusunan

KPKPK.

Pazal 55

(1} RPIKPKPK ditrtapkan dengan Peraturan Bupati.
(2} Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan RPIKPEPK dilaksanakan
sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penanganan Ferumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pazal 56

(1} Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didasarkan pada
HPZEPEPK sebagaimane dimaksud dalam Pasal 54.

[2} Dinas secara terkoordinasi dengan Polkja PKP bertanggung jawab dalam
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,

(3} Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan
paling lama 1 {satu) tahun sekali,

Pasal 57

{1} Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilsksanakan
dengan memperhatikan adat istiadat dan kearifan lokal Daerah.

{2} Selain Masyarakat, penanganan Perumahan Kumuh doan Permukiman
Kumuh juga dilakssnakan dengan melibatkan peran serta:

. tokoh Mosyaraiat;
b, tokoh adat; dan
¢, tokoh sgama.

(3] Penanganan schagaimana dimaksud pada ayal {1) mengutamakan
pendekatan sosial kemasyarakatan dengan membangun kesadaran Setiap
Orang mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuoh
dan Permukiman Kumuh,

(4] Ketentuan mengenal Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 6...



Paragraf &
Pengelolaan Perumeahan dan Permukiman Hasil Peningkatan Kualitas
Pernumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 58

(1} Pengelolaan Perumahan dan Permukiman hasil Peninglatan Kuolitos
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan wantuk
mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman layak
humni dan berkelanjutan.

(2} Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung
Jawal:

&, Setiap Orang;

b. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Dacrah terkait;
¢, pemerintah desa/kelurahan; don

d. Masyarakat secara swadaya.

i3] Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat |1) dilaksanakan dengan cara
pemelibaraan dan perbaikan,

Pa=al 59

(1) Dinas secare terkoordinas! dengan Perangkal Daerah terkait berkewajiban
melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap:
A pragaransa, sarond, dan  utilitas umom untuk Perumohan  dan

Permukiman;

b. sarana dan wtilitas umum untuk lingkungan hunian; dan
¢.  prasarana unfuk Kawasan Permukiman;

{2) Perangkat Daerah terkail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuri
Perangkat Daerah yang menyelenggaraskan urusan pemerintahan di bidang:
a, pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. keschatan;
¢. pemberdayaan Masyarakat dan desa;
d. lingkungan hidup; dan/atau
e. pertanahan.

{3) Kewajiban acbaganimana dimaksud pada ayat |1) dapat dilaksanakan melalui
pola kemitraan dengan Badan Hulum atau perkumpulan,

Pasal 60

{1} Dinas bertanggung jawab dalam memfasilitasi terbentuknya kelompok
swadays Masyarakat.

{2) Pembentukan kelompok swadaya Masyarakat sebagaimana dimalksud pada
ayat (1] dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tinglat desa sebagad
fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.

Pasal &1
Eetentuan mengenai pengelolaen  Perumahan dan  Permukiman  hasil

Peningkatan  Kualitas Perumahan Eumuh dan  Permuokiman  Kumuh
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT
BERPENGHARILAN RENDAH

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dslam rangks penyelenggarasn
Perumahan dan Permukiman bagi MBR.
[2) T'-hnggungjamh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
pengalokasinn dana danfaiau biays pembangunan;
h_ memfasilitaai penvediaan Perumahan dan Permukiman bagi MBR;
c. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan Perumahan bagl
MBR;
d. memberikan kemudahan perizinan bagi Badan Hukum yang
mengajukan rencana pembangunan Perumahan untuk MBR; dan
e. memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui
program perencanaan pembangunan Perumahan secara bertahap dan
berkelanjutan,
i3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Dinas secara  terkoordinasi  dengan  Perangkat Daerah  vang
mnyﬂmggnnkm urusan pemerintahan di bidang:
perencanaan Daerah;
pekerjaan umum dan penatann ruang,
lingkungan hidup;
penanaman modal; dan/atau
pertannhan.

apnop

Pasal 63

(1) Upaya penyelenggaraan Perumahan dan  Permukiman bagi MBR
dilaksanakan dalam atrat dan  kebij dalam fi an
s egi ijakan penyelenggara

(2} Strategi don kebijakan sebagnimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam
dokumen perencanaan RFIKP.

(3} Arah strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayar (2) berupa:
i rencand  penyediaan tanah uniuk pembangunan Perumahan dan

Permukiman bagi MBR;

b. hkajian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang
memberikan kemudahan MBR dalam memperoleh izin sesuai dengan
kewenangan Daerah; dan/atau

€. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum di Perumahan dan
Permukiman bagi MBR.

Pasal &4

Ketentuan mengenal penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman bagi MBR
dilnksanakan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VIL...



BAB VTI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 65

{1} Setiap Orang yang menyelenggarakan pembangunan Rumah, Perumahan
dan/atau Permuldman harus memilikd peraetujuan bangunan gedung.

(2} Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan persetujuan bangunan gedung
sefual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan mengenai persetujuan bangunan gedung diatur dengan Peraturan
Daerah.

BAB Vil
PERAN MASYARAKAT

Pasal 67

(1] Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Peninghkatan Kualitas Perumahan
dan Permukiman Kumuh dilalkukan pada tahap:
g penetapan lokasi dan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuk;
b. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kurmuh; dan
c. pengelolaan Perumahan dan Permukiman hasil Peningkatan Kualitas
teradap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(2] Peran Masyarakat sebagaimann dimalkesud pada avat (1) dilakukan dengan
membentuk Forum PKP.
(3} Ketentuan mengenai pelaksanoan peran Masyarakat sebagaimona
dimalksud pada ayat (1) dilaksanakan sesual dengan Peraturan Menteri.

Pasal 65

(1) Dinas memfasilitasi pembentukan Forum PKP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (2) melalui Pokja PKP.

{2} Forum PEP ditetapkan oleh ketua Pokja PKP.

(3} Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, mekanisme kerja, dan
pendansaan Forum PEP dilaksanaksn sesuai dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
PENDANAAN

Pazal &9

Pendanaan penyelenggarann Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
dan Permuldman Kumuh bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BARB X...



BAR X
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 70
Peraturan Dasrah ini mulai berlalon pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perafuran
Dacrah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerih Kabupaten
Manggarai Barat,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 20.:2 NOMOR
06

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANC G23A1 BARAT
PROVINS] NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 06,2022

PLINJZLASAN. ..



PENJELASAN
ATASE
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR &6 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGEATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

UMUM

Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukdman kumuh adalah bagian dari menjalankan amanat konstitusi
dan bagian dari upaya pememohan dan pemajuan hak asasl manusia.
Amandemen UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatian
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan
kesehatan™. Mandat ini juga sejalan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 40 yang menegaskan bahwa
setinp orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Mengatasi kekumuhan merupakan bagian dar tugas dan tenggung
jawab pemerintah beserta pemerintah daerah baik provinsi maupun
kabupaten/kota. [ dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintnhan dasrah sebagaimana telah diubah beberapa kah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tatun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, salah satu Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Ciasar scbagaimana
diatur di dalam Pasal 21 ayat (1] huruf d adalah perumahan rakyat dan
kawasan permukiman. D dalam lampiran undang-undang  tersebut
menyebutkan dengan tegas bahwa salah satu kewenangan kabupaten /kota
di bidarg perumahan adalah Penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

Peningkatan kualitas kawasan kumuh didahulul dengan penetapan
lokasi kumuh dan dilakukan melalul pemugsran, peremajaan, dan
pemukiman  kembali,. Kemudian pengelolaan  dilakukan untuk
mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan
oleh masyarakal secara swadaya atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
Pengaturan mengenal pencegohan dan peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh secara khusus diatur di dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan
Kowasan Permukiman.

Buku Informasi Staristik Infrastruktur PUPR 2021 menyebutkan secara
nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki lues kawasan kumuh
perimtaan sebesar 401,06 ha dan menduduki urutan ke 30 dari 33 Provinsi
di Indonesia. Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu kabupaten di
wilayah Provingi Nusa Tenggara Timur pada dasarnya juga memiliki
permasalabhan yang sama dengan daerah-daerah lain terkait dengan
kekumuhan,

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor
154 /Kep/HK /2021 tentang Penetapan Loknst Perumahan dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021, terdapat 20 kawasan di
Kabupaten Manggarai Barat yang masih tergolong kumuh. Kawasan Kumuh
vang ada di Kabupaten Manggarai Baral diantaranya yakni: Kawasan Pulau
Mesn, Kawasan Papagarang, Kowasan Kp Rinca, Kawasan Kp Komodo,
Kawasan Warloka, Kewassan Seraya Kecil, Kawasan Serava Besar,
Kamwasan Kp, Nangalili, Kawasan Malawatar, Kawasan Bar, Kawasan
Terang, Kawasan P.Boleng, Kawasan Kp.Longos, Kawasan Nanga Nae,

Kawnsan ...



Kewnsan Permukiman Mangabere, Lempe, Nunang, Dasak, Kawasan Loh
buhusu, Kawasan Permukiman Gorontalo. 14 kewasan diantaranya terietak
pada pulau-pulau kecil dan pesisir,

Guna mengatasi dan mencegah kekumuhan di wilayah Kabupaten
Manggarai Barat maka pemerintah dacrah berkomitmen untuk secara
terencana, terpadu dan berkelanjutan mengatasi persoalan kelumuhan
dengan jalan mengambil kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permulkiman kumuh melalui peraturan daerah,
Langksh ini diambil schagai salah satu strategl yang diharapkan akan
menjadi dasar hukum bagi selurub pemangku kepentingan terkait agar
mampu mengatasl secara komprehenil permasaiahan kekumuhan dan
mencegah adanya potensi kellumuhan di Kabupaten Manggaral Barat dan
guna mewujudikan hak hidup sejahtera lohir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk seluruh
warga masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pazal 2
Cukup jelas.
Paszal 3
Culoup jelas.
Pasal 4
Culkup jelas.
FPasal 5
Cukup jelos,
Fasal 6
Cubup jelas.
Pasal 7
Culaup jelas.
Pasal B
Cukup jelas.
Pazal 9
Cukup jelas.
Pagsal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pogal 13
Cubkup jelns,
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Culkup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cubup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jeias.



Pagal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas,

Culcup jelas,
Paaal 23
Culup jelas.
24

Cukup jelas,
25

Cukup jelas,
Pasal 26
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas,
Pagal 29
Cukup jelas,
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
34

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas,
Pasal 39
Culup jelas.
Pasal 40
Culcup jelas.
Paaal 41
Culsup jelas,
Pasal 42
Cukup jelas.
43

Cukup jelas.
Fazal 49
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
FPasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Culup jelas:

Pasal 48...



Pasal 48
Cukup jelas,
Pasal 49
Cukup jelas,
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Culcup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Culup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal &0
Culboup jelas.
Pasal 61
Culkcup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
&4

Cukup jelas.
Pasal 65
Culcup jelas.
Pasal 66
Culgup jelas,
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas,
Pagal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jclas.
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